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ABSTRAK 

 

TIKA DEFRIANTI, TM/NIM: 2008/02092,  Hubungan antara Tingkat Pendidikan 

dan Motivasi Kerja dengan Disiplin Kerja 

Pegawai (Studi di Dinas Koperasi dan 

UMKM dan Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Prov. Sumatera Barat) 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan tingkat pendidikan, 

motivasi dan disiplin kerja pegawai di Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sumatera Barat yang masih tergolong ke 

dalam kategori rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

antara tingkat pendidikan dengan disiplin kerja serta hubungan antara motivasi 

dengan disiplin kerja pegawai di Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sumatera Barat.  

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis asosiatif. 

Sampel penelitian adalah pegawai Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sumatera Barat yang berjumlah 77 orang 

dan diambil berdasarkan kategori tingkat pendidikan. Penelitian dilakukan dengan 

menggunakan instrumen penelitian berupa kusioner. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah teknik analisis Korelasi Product Moment. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi antara tingkat 

pendidikan dengan disiplin kerja adalah sebesar -0,083 yang menunjukkan arah 

korelasi berlawanan,  dan ρ = 0,471 > α = 0,05 yang berarti tidak signifikan. 

Selanjutnya, nilai koefisien korelasi antara motivasi dengan disiplin kerja adalah 

sebesar 0,096 yang menunjukkan arah korelasi satu arah, dan ρ = 0,406 > α = 

0,05, artinya tidak signifikan. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat 

hubungan yang positif antara tingkat pendidikan dan motivasi kerja dengan 

disiplin kerja pegawai di Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Sumatera Barat dan 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sumatera Barat.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Suatu organisasi, baik organisasi pemerintah maupun swasta, dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan digerakkan oleh sekelompok orang 

yang aktif berperan sebagai pelaku. Dengan kata lain, tercapainya tujuan 

organisasi hanya dimungkinkan karena adanya upaya yang dilakukan oleh 

orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut. Jadi guna mewujudkan 

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, suatu organisasi harus memiliki 

orang-orang atau sumber daya manusia yang baik, yang memiliki 

pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan serta cara kerja yang baik. 

Karena keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan, sangat 

bergantung dan dipengaruhi oleh kinerja sumber daya manusianya. Artinya, 

untuk menghasilkan kinerja yang baik, semua masalah yang berkaitan dengan 

sumber daya manusianya harus diminimalkan atau dihapuskan. 

Diantara masalah sumber daya manusia, yang seringkali dihadapi 

sebuah organisasi adalah masalah disiplin kerja. Disiplin kerja adalah 

kesadaran dan kesediaan pegawai untuk taat dan tunduk pada aturan-aturan 

yang berlaku, dan bersedia untuk menerima dan menjalankan sanksi-sanksi 

yang diberikan apabila melakukan pelanggaran, serta kesediaan dalam 

menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan keputusan yang telah 

ditetapkan. 



 

 

 

 

Tingkat kedisiplinan pegawai antara lain dapat dilihat dari segi 

keteraturan dan ketepatan waktu kerja, kepatuhan, dan penggunaan waktu 

kerja. Dari segi keteraturan dan ketepatan waktu kerja, disiplin seorang 

pegawai bisa dilihat dari kehadiran pegawai di kantor, tepat waktu atau tidak 

terlambat, dan adanya kehadiran yang baik (tidak absen). Apabila seorang 

pegawai datang ke kantor tepat waktu, serta tidak pernah absen atau 

membolos, maka dapat dikatakan pegawai tersebut mempunyai tingkat 

disiplin yang tinggi. Begitu juga sebaliknya, jika seorang pegawai datang ke 

kantor tidak tepat waktu dan membolos, maka dapat dikatakan disiplin 

pegawai tersebut rendah. Dalam kenyataan yang terjadi, masih ada diantara 

pegawai di Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Prov. Sumatera Barat yang terlambat datang ke kantor atau tidak 

sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 

Selanjutnya disiplin kerja dari segi kepatuhan, dapat dilihat dari 

kesediaan pegawai untuk patuh kepada peraturan yang ada, serta kesediaan 

pegawai untuk melaksanakan apa yang diperintahkan dan tidak melakukan apa 

yang menjadi larangan. Dalam hal ini, kepatuhan antara lain dapat dilihat dari 

kesediaan pegawai untuk mengisi daftar hadir atau absen. Namun yang terjadi 

di lapangan adalah tidak semua pegawai melaksanakan apa yang telah 

diperintahkan, dengan cara mengabaikan kewajibannya untuk mengisi daftar 

hadir.  Kedua hal tersebut diatas dapat kita lihat dari contoh absen pegawai 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sumatera Barat berikut: 
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Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ada beberapa diantara pegawai 

bagian Sekretariat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera 

Barat yang melakukan pelanggaran disiplin kerja. Beberapa pegawai tidak 

hadir di kantor sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan, terlihat dengan 

adanya angka 2 yang tertulis di daftar hadir tersebut, yang artinya terlambat. 

Dalam 19 hari kerja, dari tanggal 3 Juni 2013 sampai dengan 28 Juni 2013, 

terhitung ada 15 kali keterlambatan yang dilakukan oleh 9 orang pegawai. 

Kemudian dari tabel tersebut juga dapat dilihat adanya pegawai yang tidak 

hadir di kantor pada hari kerja, yaitu 85 kali ketidakhadiran dengan alasan 

dinas luar oleh 20 orang pegawai, 1 kali ketidakhadiran dengan alasan sakit 

oleh 1 orang pegawai dan 3 kali ketidakhadiran dengan alasan izin oleh 2 

orang pegawai. 

Jadi jika dipersentasekan 33,3 % dari jumlah pegawai Bagian 

Sekretariat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sumatera Barat pernah 

terlambat datang ke kantor pada hari kerja, yang mencerminkan kurangnya 

disiplin kerja pegawai dari segi keteraturan dan ketepatan waktu kerja. Selain 

itu, dari tabel tersebut juga terlihat adanya pegawai yang tidak mengisi daftar 

hadir. Hal ini mencerminkan kurangnya disiplin pegawai dilihat dari segi 

kepatuhan.  

Kondisi-kondisi seperti yang dijelaskan di atas mencerminkan 

kurangnya tingkat disiplin kerja yang dimiliki oleh pegawai. Disamping itu, 

kebiasaan terlambat datang ke kantor juga mencerminkan kurangnya motivasi 

kerja yang dimiliki pegawai. Motivasi kerja adalah daya penggerak atau 
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dorongan berupa keinginan yang terdapat pada diri individu yang menciptakan 

kegairahan kerja seseorang yang merangsangnya untuk melakukan segala 

usaha dan upaya untuk mencapai tujuan dan kepuasan yang diinginkan. 

Seseorang yang memiliki motivasi kerja yang tinggi cenderung akan memiliki 

semangat dan gairah kerja yang tinggi serta cara kerja yang baik. Sebaliknya, 

seseorang yang mempunyai motivasi kerja yang rendah akan memiliki 

semangat dan gairah kerja serta cara kerja yang rendah pula. Dalam hal ini, 

kebiasaan terlambat datang ke kantor dapat dikategorikan sebagai cerminan 

kurangnya semangat dan gairah kerja serta cara kerja pegawai yang kurang 

baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat motivasi dan disiplin 

kerja yang dimiliki pegawai di Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Sumatera 

Barat dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sumatera Barat masih 

rendah. 

Disamping itu, tingkat disiplin kerja pegawai juga dapat dilihat dari 

penggunaan waktu kerja. Penggunaan waktu kerja yang dimaksud adalah 

menggunakan waktu kerja dengan sebaik-baiknya dan dengan seefisien 

mungkin, tidak menunda-nunda pekerjaan, serta adanya tanggungjawab 

menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. Hal ini dapat dilihat dari 

kualitas dan kuantitas pekerjaan yang dihasilkan dalam waktu yang telah 

ditetapkan, apakah sesuai dengan standar dan waktu yang telah ditetapkan atau 

tidak. Kualitas dan kuantitas pekerjaan yang dihasilkan juga tidak terlepas dari 

pengaruh kemampuan yang dimiliki oleh pegawai, dimana kemampuan 

dipengaruhi oleh latar belakang atau tingkat pendidikan yang pernah 
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ditempuh. Dengan kata lain, pegawai yang mempunyai latar belakang tingkat 

pendidikan yang tinggi akan mempunyai kemampuan yan baik pula. Begitu 

juga sebaliknya, pegawai yang mempunyai latar belakang tingkat pendidikan 

yang rendah akan mempunyai kemampuan yang kurang baik pula. Jadi untuk 

mencapai tujuan yang maksimal suatu organisasi harus mempunyai sumber 

daya manusia yang mempunyai kemampuan yang baik, dan tingkat 

pendidikan yang tinggi. Tingkat pendidikan seorang pegawai dapat dilihat dari 

jenjang pendidikan formal yang pernah ditempuh, seperti Sekolah Dasar (SD), 

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 

(SLTA), Diploma, Sarjana, Magister atau Doktor.  

Namun pada kenyataannya, masih ada pegawai yang mempunyai 

tingkat pendidikan yang rendah seperti SLTA bahkan SD. Berdasarkan 

observasi, sekitar 87 orang dari 136 pegawai Dinas Koperasi Dan UMKM 

Prov. Sumatera Barat dan 92 orang dari 198 pegawai Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Prov. Sumatera Barat mempunyai latar belakang pendidikan 

setingkat SLTA ke bawah. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut: 

Tabel 2 

Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sumatera Barat 
 

PENDIDIKAN 

 S2 S1 D3 SLTA SLTP SD Jumlah  

PNS  11 106 31 151 6 7 312 

PTT 0 6 1 13 0 2 22 

Jumlah  11 112 32 164 6 9 334 

Sumber: Renstra Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Prov. Sumatera Barat tahun 2011-2015 
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Berdasarkan tabel tersebut dapat dikatakan bahwa Dinas Koperasi dan 

UMKM dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sumatera Barat 

memiliki tingkat pendidikan pegawai yang masih rendah. 

Dari uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Dinas Koperasi 

dan UMKM dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sumatera Barat 

memiliki tingkat pendidikan dan motivasi kerja yang rendah, yang 

diindikasikan berpengaruh terhadap rendahnya disiplin kerja. Oleh karena itu, 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Hubungan antara 

Tingkat Pendidikan dan Motivasi Kerja dengan Disiplin Kerja Pegawai 

(Studi di Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Prov. Sumatera Barat)” 

 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka dapat 

diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Tingkat pendidikan pegawai masih rendah. 

2. Diantara beberapa pegawai, masih ada yang mempunyai latar belakang 

pendidikan SLTA, SLTP dan SD. 

3. Rendahnya tingkat motivasi kerja pegawai. 

4. Masih adanya pelanggaran terhadap disiplin kerja yang dilakukan oleh 

pegawai, misalnya datang ke kantor tidak tepat waktu atau terlambat. 

5. Masih kurangnya tingkat kepatuhan pegawai terhadap peraturan disiplin 

yang ditetapkan, seperti tidak mengisi daftar hadir.  

6. Rendahnya tingkat disiplin kerja yang dimiliki oleh pegawai. 
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C. Batasan Masalah 

Mengingat keterbatasan kemampuan dan luasnya aspek-aspek yang 

akan diteliti maka penelitian ini dibatasi pada hubungan antara tingkat 

pendidikan dengan disiplin kerja, dan hubungan antara motivasi kerja dengan 

disiplin kerja pegawai di Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan Prov. Sumatera Barat.  

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka diambil suatu rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Adakah hubungan antara tingkat pendidikan dengan disiplin kerja pegawai 

di Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Prov. Sumatera Barat? 

2. Adakah hubungan antara motivasi kerja dengan disiplin kerja pegawai di 

Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Prov. Sumatera Barat? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan hubungan tingkat pendidikan dengan disiplin 

kerja pegawai di Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Prov. Sumatera Barat. 

2. Untuk mendeskripsikan hubungan motivasi kerja dengan disiplin kerja 

pegawai di Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Prov. Sumatera Barat. 



 

 

 

9 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Secara teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk 

pengembangan konsep Ilmu Administrasi Negara, khususnya yang 

berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia. 

2. Secara akademis 

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah 

satu alternatif sumber literatur dan memperkaya khasanah kepustakaan. 

3. Secara praktis 

a. Sebagai masukan atau sumbangan pemikiran bagi Dinas Koperasi dan 

UMKM dan Dinas  Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera 

Barat dalam hal peningkatan disiplin kerja pegawai 

b. Dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya, terutama 

penelitian yang berkaitan dengan disiplin kerja, tingkat pendidikan 

pegawai dan motivasi kerja. 

c. Sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) 

pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Sosial 

Politik, Universitas Negeri Padang. 
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BAB  II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Tingkat Pendidikan 

a. Pengertian Pendidikan 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 dinyatakan, 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasanan belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta 

keterampilan, yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.” 

Dalam Encyclopedia Americana 1978 seperti dikutip dari 

Robinson (2006:22) dijelaskan bahwa:   

1) Pendidikan merupakan sembarang proses yang dipakai oleh individu 

untuk memperoleh pengetahuan atau wawasan, atau mengembangkan 

sikap-sikap ataupun keterampilan-keterampilan. 

2) Pendidikan adalah segala perbuatan yang etis, kreatif, sistematis, dan 

intensional, dibantu oleh metode dan teknik ilmiah, diarahkan pada 

pencapaian tujuan pendidikan tertentu. 

Defenisi lain dikemukakan oleh Carter V Good, dalam Robinson 

(2006:22), pendidikan adalah: 
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1) Proses perkembangan kecakapan seseorang dalam bentuk sikap dan 

perilaku yang berlaku dalam masyarakatnya; dan 

2) Proses sosial dimana seseorang dipengaruhi oleh suatu lingkungan 

yang terpimpin (misalnya sekolah) sehingga ia dapat mencapai 

kecakapan sosial dan dan mengembangkan pribadinya.  

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan adalah kegiatan yang berupa sebuah proses pengembangan 

potensi diri, untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan, 

kecerdasan, kepribadian, pengendalian diri serta keterampilan seseorang. 

b. Tujuan Pendidikan 

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 dinyatakan bahwa “Pendidikan 

nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” Selanjutnya 

menurut Djumramsjah (2004), seperti dikutip dari Robinson (2006:22) 

tujuan pendidikan itu adalah menciptakan integritas atau kesempurnaan 

pribadi. Integritas itu menyangkut jasmaniah, intelektual, emosional, dan 

etis. 

c. Tingkat Pendidikan 

Dalam lingkungan organisasi, latar belakang pendidikan seorang 

pegawai menjadi sangat penting dan berpengaruh dalam pelaksanaan tugas 
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dan tanggungjawabnya sebagai seorang pegawai. Latar belakang 

pendidikan atau tingkat pendidikan yang berbeda antar pegawai, 

menyebabkan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki masing-masing 

pegawai juga berbeda, yang tentunya juga akan mempengaruhi  

pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya. Tingkat pendidikan pegawai 

dilihat dari jenjang pendidikan yang pernah ditempuh. Jenjang pendidikan 

menurut UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Bab I Pasal 1 adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan 

tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan 

kemampuan yang dikembangkan.  

Dalam penelitian ini, tingkat atau jenjang pendidikan yang 

dimaksud adalah jenjang pendidikan formal. Dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Bab VI Pasal 14 dinyatakan,”Jenjang pendidikan formal terdiri 

dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.” 

1) Pendidikan Dasar 

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi 

jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah 

Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat, 

serta Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Madrasah Tsanawiyah 

(MTs), atau bentuk lain yang sederajat. 

2) Pendidikan Menengah 

Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. 

Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan 
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pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk 

Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), 

atau bentuk lain yang sederajat. 

3) Pendidikan Tinggi 

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah 

pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, 

sarjana, magister, spesialis dan doctor yang diselenggarakan oleh 

pendidikan tinggi.  

Jadi berdasarkan uraian di atas, tingkat pendidikan pegawai yang 

dimaksud dalam penelitian ini merupakan jenjang pendidikan formal yang 

pernah ditempuh oleh pegawai di Dinas Koperasi dan Dinas Perindustrian 

Perdagangan Prov. Sumatera Barat, seperti SD, SMP, SMA, Diploma, 

Sarjana dan Magister. Selanjutnya, dalam penelitian ini tingkat pendidikan 

pegawai tersebut dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu: 

1) Tingkat Pendidikan Tinggi, yang terdiri dari tingkat pendidikan S1 dan 

S2. 

2) Tingkat Pendidikan Sedang, yang terdiri dari tingkat pendidikan D3. 

3) Tingkat Pendidikan Rendah, yang terdiri dari tingkat pendidikan 

SLTA, SLTP dan SD. 
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2. Motivasi Kerja 

a. Pengertian Motivasi Kerja 

Suwatno (2011:171) menjelaskan, motivasi berasal dari kata latin 

movere yang berarti dorongan, daya penggerak atau kekuatan yang 

menyebabkan suatu tindakan atau perbuatan. Kata movere, dalam bahasa 

inggris, sering disepadankan dengan motivation yang berarti pemberian 

motif, penimbulan motif, atau hal yang menimbulkan dorongan atau 

keadaan yang menimbulkan dorongan. Secara harfiah motivasi berarti 

pemberian motif. 

Dalam Harbani (2010:138) disebutkan bahwa defenisi dasar 

motivasi menurut Daft (1999), adalah dorongan yang bersifat internal atau 

eksternal pada diri individu yang menimbulkan antusiasme dan ketekunan 

untuk mengejar tujuan-tujuan spesifik. Selanjutnya motivasi menurut 

Luthans dalam Harbani (2010:138), adalah sebagai sebuah proses yang 

dimulai dari adanya kekurangan baik secara fisiologis maupun psikologis 

yang memunculkan perilaku atau dorongan yang diarahkan untuk 

mencapai sebuah tujuan spesifik. Dari defenisi tersebut, maka dapat 

dijelaskan unsur-unsur motivasi sebagai berikut: 

1) Kebutuhan (needs) adalah keadaan yang memunculkan 

ketidakseimbangan dan kekurangan baik secar fisiologis maupun 

secara psikologis. Kebutuhan dapat diartikan sebagai sesuatu keadaan 

yang internal yang menyebabkan hasil-hasil tertentu tampak menarik.  
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2) Dorongan (drives), kadang disamakan dengan motif yang memicu 

munculnya perilaku tertentu untuk mengurangi atau memenuhi 

kebutuhan.  

3) Insentif adalah segala sesuatu yang memuaskan, mengurangi dan 

memenuhi kebutuhan, sehingga menurunkan ketegangan.  

Jadi proses motivasi dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

Gambar 1 

Proses Motivasi 

 

 

 

 

 

Sedangkan yang dimaksud dengan motivasi kerja menurut Malayu 

S.P Hasibuan (2011:219) adalah pemberian daya penggerak yang 

menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, 

bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk 

mencapai kepuasan. Stephen P. Robbins dan Mary Counter (1999) dalam 

Suwatno (2011:171) menyatakan motivasi kerja sebagai kesediaan untuk 

melaksanakan upaya tinggi untuk mencapai tujuan-tujuan keorganisasian 

yang dikondisikan oleh kemampuan upaya untuk memenuhi kebutuhan 

individual tertentu. Selanjutnya, Winardi (1983) dalam Harbani 

(2010:140) menjelaskan bahwa motivasi kerja adalah merupakan 

keinginan yang terdapat pada seorang individu yang merangsangnya untuk 

melakukan tindakan-tindakan. 
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Dari beberapa defenisi di atas, dapat disimpulkan bahwa motivasi 

kerja adalah daya penggerak atau dorongan berupa keinginan yang 

terdapat pada diri individu, yang merangsangnya untuk melakukan segala 

usaha dan upaya, untuk mencapai suatu tujuan dan kepuasan yang 

diinginkan. 

Menurut Luthans (2006) dalam Suwatno (2011:174), motivasi 

kerja antara lain berkenaan dengan: 

1) Kebutuhan akan kekuasaan seperti: 

a) Mempengaruhi orang mengubah sikap atau perilaku 

b) Mengontrol orang dan aktifitas 

c) Berada pada posisi berkuasa melebihi orang lain 

d) Memperoleh kontrol informasi dan sumber daya 

e) Mengalahkan lawan atau musuh 

2) Kebutuhan untuk berprestasi 

a) Melakukan sesuatu lebih baik daripada pesaing 

b) Memperoleh atau melewati sasaran yang sulit 

c) Memecahkan masala kompleks 

d) Menyelesaikan tugas yang menantang dengan berhasil 

e) Mengembangkan cara terbaik untuk melakukan sesuatu 

3) Kebutuhan akan afiliasi 

a) Disukai banyak orang 

b) Diterima sebagai bagian kelompok atau tim 

c) Bekerja dengan orang yang ramah dan kooperatif 
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d) Mempertahankan hubungan yang harmonis dan mengurangi 

konflik 

e) Berpartisipasi dalam aktifitas sosial yang menyenangkan 

4) Kebutuhan keamanan 

a) Mempunyai pekerjaan yang membawa rasa aman 

b) Dilindungi dari kehilangan penghasilan atau masalah ekonomi 

c) Mempunyai perlindungan dari sakit dan cacat 

d) Dilindungi dari gangguan fisik dan kondisi berbahaya 

e) Menghindari tugas atau keputusan dengan resiko kegagalan atau 

kesalahan 

5) Kebutuhan akan status 

a) Mempunyai mobil yang tepat dan mengenakan pakaian yang tepat 

b) Bekerja pada perusahaan yang tepat dengan pekerjaan yang tepat 

c) Mempunyai gelar dari universitas ternama 

d) Tinggal dalam lingkungan yang tepat dan termasuk dalam klub elit 

e) Mempunyai hak istimewa eksekutif. 

b. Sumber Motivasi 

Suwatno (2011:175) menyebutkan, teori motivasi yang sudah lazim 

dipakai untuk menjelaskan sumber motivasi sedikitnya bisa digolongkan 

menjadi dua, yaitu sumber motivasi dari dalam diri (intrinsik) dan sumber 

motivasi dari luar (ekstrinsik). 
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1) Motivasi intrinsik 

Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau 

berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap 

individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Faktor 

individual yang biasanya mendorong sesorang untuk melekukan 

sesuatu adalah: minat, sikap positif dan kebutuhan. Jenis motivasi ini 

timbu dari dalam diri individu sendiri tanpa ada paksaan dan dorongan 

orang lain, tetapi atas dasar kemauan sendiri.  

2) Motivasi ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan 

berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Motivasi ekstrinsik 

dapat juga dikatak sebagi bentuk motivasi yang didalamnya aktivitas 

dimulai dan diteruskan berdasarkan dorongan dari luar yang tidak 

berkaitan dengan dirinya. Jenis motivasi ekstrinsik ini timbul sebagai 

akibat pengaruh dari luar individu, apakah karena adanya ajakan, 

suruhan, atau paksaan dari orang lain sehingga dengan keadaan 

demikian seseorang mau melakukan sesuatu. 

c. Azas-azas Motivasi 

Malayu S.P. Hasibuan (2011:221) menjelaskan beberapa azas 

motivasi, yaitu: 

1) Azas mengikutsertakan 

Artinya mengajak bawahan untuk ikut berpartisipasi dalam dan 

memberikan kesempatan kepada mereka mengajukan pendapat, 

rekomendasi dalam proses pengambilan keputusan. 
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2) Azas komunikasi 

Artinya menginformasikan secara jelas tentang tujuan yang 

ingin dicapai, cara-cara mengerjakannya, dan kendala-kendala yang 

dihadapi. 

3) Azas pengakuan 

Artinya memberikan penghargaan, pujiandan pengakuan yang 

tepat serta wajar kepada bawahan atas prestasi kerja yang dicapainya. 

4) Azas wewenang yang didelegasikan 

Artinya memberikan kewenangan dan kepercayaan diri kepada 

bawahan, bahwa dengan kemampuan dan kreativitasnya ia mampu 

mengerjakan tugas-tugas itu dengan baik. 

5) Azas adil dan layak 

Artinya alat dan jenis motivasi yang diberikan harus 

berdasarkan atas”asas keadilan dan kelayakan” terhadap semua 

karyawan. 

6) Azas perhatian timbal balik 

Artinya bawahan yang berhasil mencapai tujuan dengan baik 

maka pimpinan harus bersedia memberikan alat dan jenis motivasi. 

Tegasnya, ada kerja sama yang saling menguntungkan kedua belah 

pihak. 

d. Alat-alat Motivasi 

Menurut Malayu S.P Hasibuan (2011:221), ada tiga alat motivasi 

yaitu: 
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1) Material insentif, yaitu alat motivasi yang diberikan berupa uang atau 

barang yang mempunyai nilai pasar; jadi meberikan kebutuhan 

ekonomis. 

2) Nonmaterial insentif, yaitu alat motivasi yang diberikan berupa barang 

atau benda yang tidak ternilai; jadi hanya memberikan kepuasan dan 

kebanggaan rohani saja. 

3) Kombinasi material dan nonmaterial insentif, yaitu alat motivasi yang 

diberikan berupa material (uang dan barang) dan nonmaterial (medali-

piagam); jadi memenuhi kebutuhan ekonomis dan kepuasan atau 

kebanggan rohani. 

Sedangkan menurut Harbani Pasolong (2010:151), alat-alat 

motivasi (daya perangsang) yang diberikan kepada seseorang dapat 

berupa: 

1) Material incentive yaitu motivasi yang bersifat imbalan prestasi yang 

diberikan oleh karyawan seperti: uang dan barang 

2) Non material incentive yaitu alat perangsang yang diberikan kepada 

pegawai yang bukan berupa materi seperti penghargaan, bintang jasa, 

perlakuan yang baik. 

e. Jenis-jenis Motivasi 

Malayu S.P Hasibuan (2011:222) menjelaskan bahwa ada dua jenis 

motivasi yaitu:  

1) Motivasi positif (insentif positif), manajer memotivasi bawahan 

dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi baik. 
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2) Motivasi negative (insentif negatif), manajer memotivasi bawahannya 

dengan memberikan hukuman kepada mereka yang pekerjaannya 

kurang baik (prestasinya rendah). 

f. Metode Motivasi 

Ada dua metode motivasi yang dijelaskan dalam Malayu 

(2011:222), yaitu:  

1) Metode langsung (direct motivation) 

Adalah motivasi (material dan nonmaterial) yang diberikan 

secara langsung kepada setiap individu karyawan untuk memenuhi 

kebutuhan dan kepuasannya. Jadi sifatnya khusus, seperti memberikan 

pujian, penghargaan, bonus, piagam, dan lain sebagainya. 

2) Motivasi tidak langsung (indirect motivation) 

Adalah motivasi yang diberikan hanya merupakan fasilitas-

fasilitas yang mendukung serta menunjang gairah kerja/kelancaran 

tugas, sehingga para karyawan betah dan bersemangat malakukan 

pekerjaannya. Misalnya: kursi yang empuk, ruangan yang terang dan 

nyaman, suasana dan lingkungan pekerjaan yang baik, dan lain 

sebagainya. 

g. Model-model Motivasi 

Terdapat berbagai macam pandangan tentang model-model 

motivasi, diantaranya seperti yang dijelaskan oleh Malayu (2011:222) 

berikut: 
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1) Model tradisional 

Mengemukakan bahwa untuk memotivasi bawahan agar gairah 

bekerjanya meningkat dilakukan dengan sistem insentif yaitu 

memberikan insentif material kepada karyawan yang berprestasi baik. 

Semakin berprestasi maka semakin banyak balas jasa yang 

diterimanya. Jadi motivasi bawahan untuk mendapatkan insentif 

(uang-barang) saja. 

2) Model hubungan kemanusiaan 

Mengemukakan bahwa untuk memotivasi bawahan supaya 

gairah bekerjanya meningkat, dilakukan dengan mengakui kebutuhan 

sosial mereka dan membuat mereka merasa berguna serta penting. Jadi 

motivasi karyawan adalah untuk mendapatkan kebutuhan material dan 

nonmaterial. 

3) Model sumber daya manusia  

Mengemukakan bahwa karyawan dimotivasi oleh banyak 

faktor, bukan hanya uang atau barang atau keinginan akan kepuasan 

saja, tetapi juga kebutuhan akan pencapaian dan pekerjaan yang 

berarti. Jadi menurut model sumber daya manusia ini untuk 

memotivasi bawahan dilakukan dengan memberikan tanggung jawab 

dan kesempatan yang luas bagi mereka untuk mengambil keputusan 

dalam menyelesaikan pekerjaannya. Motivasi kerja seseorang akan 

meningkat, jika kepada mereka diberikan kepercayaan dan kesempatan 

untuk membuktikan kemampuannya. 
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h. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi 

Menurut Harbani Pasolong (2010:152), faktor-faktor yang 

mempengaruhi motivasi kerja diantaranya adalah:  

1) Faktor Ekstern 

a) Kepemimpinan 

b) Lingkungan kerja yang menyenangkan 

c) Komposisi yang memadai 

d) Adanya penghargaan atas prestasi 

e) Status dan tanggungjawab 

f) Peraturan yang berlaku 

2) Faktor Intern  

a) Kematangan pribadi 

b) Tingkat pendidikan 

c) Keinginan dan harapan pribadi 

d) Kebutuhan terpenuhi 

e) Kelelahan dan kebosanan 

f) Kepuasan kerja 

 

3. Disiplin Kerja 

a. Pengertian Disiplin Kerja 

Menurut Moenir (2010:94) disiplin adalah suatu bentuk ketaatan 

terhadap aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang telah ditetapkan. 

Sedangkan yang dimaksud dengan disiplin kerja menurut Henry 

Simamora, yang dikutip dari Ahmad Nur Rofi (2012:4) adalah prosedur 
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yang mengoreksi atau menghukum bawahan karena melanggar peraturan 

atau prosedur. Keith Davis (1985) dalam Anwar (2009:129) 

mengemukakan bahwa “Dicipline is management action to enforce 

organizations standards”. Berdasarkan pendapat Keith Davis, disiplin 

kerja dapat diartikan sebagai pelaksanaan manajemen untuk memperteguh 

pedoman-pedoman organisasi. 

Selanjutnya Veithzal Rivai (2004:444) mengemukakan bahwa 

disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk 

berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah 

suatu perilaku serta sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan 

kesediaan seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-

norma sosial yang berlaku. 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa disiplin 

kerja adalah kesadaran dan kesediaan pegawai untuk taat dan tunduk 

kepada aturan-aturan yang berlaku, dan bersedia untuk menerima dan 

menjalankan sanksi-sanksi yang diberikan apabila melakukan pelanggaran, 

dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan keputusan 

yang telah ditetapkan. 

b. Bentuk-bentuk Disiplin Kerja 

Anwar Prabu Mangkunegara (2009:129) menyebutkan ada dua 

bentuk  disiplin kerja, yaitu: 
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1) Disiplin Preventif 

Disiplin preventif adalah suatu upaya untuk menggerakkan 

pegawai mengikuti dan mematuhi pedoman kerja, aturan-aturan yang 

telah digariskan oleh perusahaan. Tujuan dasarnya adalah untuk 

menggerakan pegawai berdisiplin diri. Dengan cara preventif pegawai 

dapat memelihara dirinya terhadap peraturan-peraturan perusahaan. 

Disiplin preventif merupakan suatu sistem yang berhubungan dengan 

kebutuhan kerja untuk semua bagian sistem yang ada dalam organisasi. 

Jika sistem organisasi baik, maka diharapkan akan lebih mudah 

menegakkan disiplin kerja.  

2) Disiplin Korektif 

Disiplin korektif adalah suatu upaya menggerakkan pegawai 

dalam menyatukan suatu peraturan dan mengarahkan untuk tetap 

mematuhi peraturan sesuai dengan pedoman yang berlaku pada 

perusahaan. Pada disiplin korektif, pegawai yang melanggar disiplin 

perlu diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan 

pemberian sanksi adalah untuk memperbaiki pegawai pelanggar, 

memelihara peraturan yang berlaku, dan memberikan pelajaran kepada 

pelanggar.  

Selanjutnya Veithzal Rivai (2004:444) menjelaskan bahwa terdapat 

empat perspektif yang menyangkut disiplin kerja, yaitu: 

1) Disiplin Retributif (Retributive Dicipline), yaitu berusaha menghukum 

orang yang berbuat salah. 
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2) Disiplin Korektif (Corrective Dicipline), yaitu berusaha membantu 

karyawan mengoreksi perilakunya yang tidak tepat. 

3) Perspektif hak-hak individu (Individual Rights Perspektive), yaitu 

berusaha melindungi hak-hak dasar individu selama tindakan-tindakan 

disipliner. 

4) Perspektif  Utilitarian (Utilitarian Perspektive), yaitu berfokus kepada 

penggunaan disiplin hanya pada saat konsekuensi-konsekuensi 

tindakan disiplin melebihi dampak-dampak negatifnya. 

c. Aspek-aspek Disiplin Kerja 

Seperti yang dikutip dari Wiwit Mulyani dan Muh Bachtiar 

(2005:7) aspek-aspek disiplin kerja antara lain: 

1) Keteraturan dan ketepatan waktu kerja 

Karyawan datang ke kantor tepat pada waktunya, adanya 

kehadiran yang baik (tidak absen), masuk kerja tepat pada waktunya.  

2) Kepatuhan 

Kepatuhan yang dimaksud adalah kepatuhan terhadap 

peraturan, melaksanakan apa yang diperintahkan, dan tidak melakukan 

apa yang menjadi larangan. 

3) Pemakaian alat dan kelengkapan kerja 

Pemakaian alat dan kelengkapan kerja dilakukan dengan tepat 

dan hati-hati, serta tidak melakukan pemborosan. 

4) Penggunaan waktu kerja 

Penggunaan waktu kerja yang dimaksud adalah menggunakan 

waktu kerja dengan sebaik-baiknya dan dengan seefisien mungkin, 
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tidak menunda-nunda pekerjaan, serta adanya tanggungjawab dalam 

menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. 

5) Kesanggupan menerima sanksi 

Maksudnya disini adalah bersedia menerima sanksi atau mau 

bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukan. 

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Disiplin Kerja 

Malayu S.P Hasibuan (2012:194) mengatakan bahwa pada 

dasarnya banyak indikator yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan 

karyawan suatu organisasi, diantaranya: 

1) Tujuan dan kemampuan 

Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara 

ideal serta cukup menantang bagi kemampuan karyawan. Hal ini 

berarti bahwa tujuan (pekerjaan) yang dibebankan kepada karyawan 

harus sesuai dengan kemampuan karyawan bersangkutan, agar dia 

bekerja sungguh-sungguh dan disiplin dalam mengerjakannya. 

2) Teladan Pimpinan 

Teladan pimpinan sangat berperan dalam menentukan 

kedisiplinan karyawan karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan 

oleh para bawahannya. Pimpinan harus memberi contoh yang baik, 

berdisiplin baik, jujur, adil, serta sesuai kata dengan perbuatan. Dengan 

teladan pimpinan yang baik, kedisiplinan bawahan pun akan ikut baik. 

Jika teladan pimpinan kurang baik (kurang berdisiplin), para bawahan 

pun akan kurang disiplin. Hal inilah yang mengharuskan pimpinan 
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mempunyai kedisiplinan yang baik agar para bawahan pun mempunyai 

disiplin yang baik pula. 

3) Balas Jasa 

Balas jasa (gaji dan kesejahteraan) ikut mempengaruhi 

kedisiplinan karyawan karena balas jasa akan memberikan kepuasaan 

dan kecintaan karyawan terhadap perusahaan/pekerjaannya. Jika 

kecintaan karyawan semakin baik terhadap pekerjaan, kedisiplinan 

mereka akan semakin baik pula.  

Jadi, balas jasa berperan penting untuk menciptakan 

kedisiplinan karyawan. Artinya, semakin besar balas jasa semakin baik 

kedisiplinan karyawan. Sebaliknya apabila balas jasa kecil, 

kedisiplinan karyawan menjadi rendah. 

4) Keadilan 

Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan karyawan, 

karena ego dan sifat manusia yang selalu merasa dirinya penting dan 

minta diperlakukan sama dengan manusia lainnya. Keadilan yang 

dijadikan dasar kebijaksanaan dalam pemberian balas jasa (pengakuan) 

atau hukuman akan merangsang terciptanya kedisiplinan karyawan 

yang baik. 

5) Waskat 

Waskat adalah tindakan nyata dan efektif untuk mencegah/ 

mengetahui kesalahan, membetulkan kesalahan, memelihara 

kedisiplinan, meningkatkan prestasi kerja, mengaktifkan peranan 

atasan dan bawahan, menggali sistem-sistem kerja yang paling efektif, 
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serta menciptakan sistem internal kontrol yang terbaik dalam 

mendukung terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan 

masyarakat. 

Jadi, waskat menuntut adanya kebersamaan aktif antar atasan 

dengan bawahan dalam mencapai tujuan perusahaan, karyawan, dan 

masyarakat. Dengan kebersamaan aktif antara atasan dengan bawahan, 

terwujudlah kerja sama yang baik dan harmonis dalam perusahaan 

yang mendukung terbinanya kedisiplinan karyawan yang baik. 

6) Sanksi Hukuman 

Sanksi hukuman berperan penting dalam memelihara 

kedisiplinan karyawan. Dengan sanksi hukuman yang semakin berat, 

karyawan akan semakin takut melanggar peraturan-peraturan 

perusahaan, sikap dan perilaku indisipliner karyawan akan berkurang. 

7) Ketegasan 

Ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan akan 

mempengaruhi kedisiplinan karyawan perusahaan. Ketegasan 

pimpinan menegur dan menghukum setiap karyawan yang indisipliner 

akan mewujudkan kedisiplinan yang baik pada perusahaan tersebut. 

8) Hubungan Kemanusiaan 

Terciptanya hubungan kemanusiaan (human relationship) yang 

serasi akan mewujudkan lingkungan dan suasana kerja yang nyaman. 

Hal ini akan memotivasi kedisiplinan yang baik pada perusahaan. Jadi, 

kedisiplinan karyawan akan tercipta apabila hubungan kemanusiaan 

dalam organisasi tersebut baik. 
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e. Pendekatan Disiplin Kerja 

Dalam Veithzal Rivai (2004:445) terdapat tiga konsep dalam 

pelaksanaan tindakan disipliner: aturan tungku panas (hot stove rule), 

tindakan disiplin progresif (progressive dicipline), dan tindakan disiplin 

positif (positive dicipline).  

1) Aturan tungku panas (hot stove rule) 

Menurut pendekatan ini, tindakan disipliner haruslah memiliki 

konsekuensi yang analog dengan menyentuh sebuah tungku panas: 

a) Membakar dengan segera. Jika tindakan disipliner akan diambil, 

tindakan itu harus dilakukan dengan segera sehingga individu 

memahami alasan tindakan tersebut. 

b) Memberi peringatan. Hal ini penting untuk memberikan peringatan 

bahwa hukuman akan mengikuti perilaku yang tidak benar. Pada 

saat seseorang bergerak semakin dekat dengan tungku panas, maka 

mereka akan diperingatkan oleh panasnya tungku tersebut bahwa 

mereka akan terbakar jika mereka menyentuhnya, dan oleh kerena 

itu mereka masih memiliki kesempatan untuk menghindarinya. 

c) Memberikan hukuman yang konsisten. Tindakan disipliner haruslah 

konsisten, ketika setiap orang melakukan tindakan yang sama akan 

dihukum sesuai dengan hukuman yang berlaku. Seperti pada 

tungku panas, setiap orang yang menyentuhnya akan terbakar. 

Disiplin yang konsisten berarti: 
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(1) Setiap karyawan yang terkena hukuman disiplin harus 

menerimanya/menjalaninya 

(2) Setiap karyawan yang melakukan pelanggaran yang sama akan 

mendapatkan ganjaran disiplin yang sama 

(3) Disiplin diberlakukan dalam cara yang sepadan kepada segenap 

karyawan. 

d) Membakar tanpa membeda-bedakan. Tindakan disipliner 

seharusnya tidak membeda-bedakan. Tungku panas akan 

membakar setiap orang yang menyentuhnya, tanpa memilih-milih. 

Di dalam prakteknya, pendekatan tungku panas juga memiliki 

kelemahan. Penyelia sering tidak mampu konsisten dan impersonal 

dalam mengambil tindakan disipliner. Sebagai contoh, organisasi tidak 

akan menghukum karyawan yang loyal dan telah bekerja selama 20 

tahun sama dengan karyawan yang baru bekerja selama satu bulan. 

2) Tindakan disiplin progressive (progressive dicipline) 

Tindakan disiplin progressif dimaksudkan untuk memastikan 

bahwa terdapat hukuman minimal yang tepat terhadap setiap 

pelanggaran. Tujuan tindakan ini adalah membentuk program disiplin 

yang berkembang mulai dari hukuman yang ringan hingga yang sangat 

keras. Dalam prakteknya, untuk membantu para manajer dalam 

mengenali tindakan disipliner yang tepat, perusahaan dapat 

merumuskan pedoman-pedoman tindakan disipliner progressif. 

Sebagai contoh pedoman, pelanggaran-pelanggaran yang 

membutuhkan peringatan lisan dan peringatan tertulis misalnya: 
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a) Kelalaian dalam pelaksanaan tugas-tugas 

b) Ketidakhadiran kerja tanpa izin 

c) Inefisiensi dalam pelaksanaan pekerjaan. 

3) Tindakan disiplin positif (positive dicipline) 

Tindakan disipliner positif dimaksudkan untuk mendorong para 

karyawan memantau perilaku-perilaku mereka sendiri dan memikul 

tanggungjawab atas konsekuensi-konsekuensi dari tindakan-tindakan 

mereka.  

Tindakan disiplin positif adalah serupa dengan disiplin progressif 

dalam hal bahwa tindakan ini juga menggunakan serentetan langkah yang 

akan meningkatkan urgensi dan kerasnya hukuman sampai tingkat paling 

akhir, yaitu pemecatan. Tetapi disiplin positif mengganti hukuman yang 

digunakan pada disiplin progressif dengan sesi-sesi konseling antara 

penyelia dan karyawan. Sesi ini dimaksudkan agar karyawan belajar dari 

kekeliruan-kekeliruan silam dan memulai rencana untuk membuat suatu 

perubahan positif. Dalam hal ini penyelia lebih memilih menggunakan 

keahlian-keahlian konseling untuk memotivasi karyawan agar berubah 

daripada menggunakan sanksi atau hukuman. 

Selanjutnya, dalam Anwar (2009:130) dijelaskan bahwa ada tiga 

pendekatan disiplin, yaitu: 

1) Pendekatan disiplin modern  

Pendekatan disiplin modern yaitu mempertemukan sejumlah 

keperluan atau kebutuhan baru di luar hukuman. Pendekatan ini 

berasumsi: 
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a) Disiplin modern merupakan suatu cara menghindarkan bentuk 

hukuman secar fisik 

b) Melindungi tuduhan yang benar untuk diteruskan pada proses hukum 

yang berlaku 

c) Keputusan-keputusan yang semaunya terhadap kesalahan atau 

prasangka harus diperbaiki dengan mengadakan proses penyuluhan 

dengan mendapatkan fakta-faktanya. 

d) Melakukan protes terhadap keputusan-keputusan yang berat sebelah 

pihak terhadap kasus disiplin  

2) Pendekatan disiplin dengan tradisi 

Pendekatan disiplin dengan tradisi yaitu, yaitu pendekatan disiplin 

dengan cara memberikan hukuman. Pendekatan ini berasumsi: 

a) Disiplin dilakukan oleh atasan kepada bawahan, dan tidak pernah ada 

peninjauan kembali bila telah diputuskan. 

b) Disiplin adalah hukuman untuk pelanggaran, pelaksanaannya harus 

disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya. 

c) Pengaruh hukuman untuk memberikan pelajaran kepada pelanggar 

maupun pegawai lainnya 

d) Peningkatan perbuatan pelanggaran diperlukan hukuman yang lebih 

keras. 

e) Pemberian hukuman terhadap pegawai yang melanggar kedua kalinya 

harus diberi hukuman yang lebih berat. 
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3) Pendekatan disiplin bertujuan 

Pendekatan disiplin bertujuan berasumsi bahwa: 

a) Displin kerja harus dapat diterima dan dipahami oleh semua pegawai. 

b) Displin bukanlah suatu hukuman, tetapi merupakan pembentukan 

perilaku. 

c) Disiplin ditujukan untuk perubahan perilaku yang lebih baik. 

d) Disiplin pegawai bertujuan agar pegawai bertanggungjawab terhadap 

perbuatannya. 

f. Sanksi Pelanggaran Disiplin Kerja 

Menurut Veithzal Rivai (2004:450) pelanggaran disiplin kerja 

adalah setiap ucapan, tulisan, perbuatan seorang pegawai yang melanggar 

peraturan disiplin yang telah diatur oleh pimpinan organisasi. Sedangkan 

sanksi pelanggaran disiplin kerja adalah hukuman disiplin yang dijatuhkan 

pimpinan organisasi kepada pegawai yang melanggar peraturan disiplin 

yang telah diatur pimpinan organisasi. 

Ada beberapa tingkat dan jenis sanksi pelanggaran kerja yang 

umumnya berlaku dalam suatu organisasi yaitu: 

1) Sanksi pelanggaran ringan, dengan jenis: 

a) Teguran tertulis 

b) Pernyataan tidak puas secara tertulis 

2) Sanksi pelanggaran sedang, dengan jenis: 

a) Penundaan kenaikan gaji 

b) Penurunan gaji 

c) Penundaan kenaikan pangkat 
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3) Sanksi pelanggaran berat, dengan jenis: 

a) Penurunan pangkat 

b) Pembebasan dari jabatan 

c) Pemberhentian 

d) Pemecatan 

g. Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Disiplin Kerja 

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2009:131) pelaksanaan 

sanksi terhadap pelanggar disiplin dilakukan dengan: 

1) Pemberian  peringatan 

Pegawai yang melanggar disiplin kerja perlu diberikan surat 

peringatan pertama, kedua dan ketiga. Tujuan pemberian peringatan 

adalah agar pegawai yang bersangkutan menyadari pelanggaran yang 

telah dilakukannya. Disamping itu pula surat peringatan tersebuta 

dapat diajadikan bahan pertimbangan dalam memberikan penilaian 

kondite pegawai.  

2) Pemberian sanksi harus segera 

Pegawai yang melanggar disiplin harus segara diberi sanksi 

yang sesuai dengan peraturan organisasi yang berlaku. Tujuannya, agar 

pegawai yang bersangkutan memahami sanksi pelanggaran yang 

berlaku. Kelalaian pemberian sanksi akan memperlemah disiplin yang 

ada. Disamping itu, memberi peluang pelanggar untuk mengabaikan 

disiplin.  
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3) Pemberian sanksi harus konsisten 

Pemberian sanksi kepada pegawai yang tidak disiplin harus 

konsisten. hal ini bertujuan agar pegawai sadar dan menghargai 

peratura-peraturan yang berlaku pada perusahaan. Ketidakkonsistenan 

pemberian sanksi dapat mengakibatkan pegawai merasakan adanya 

diskriminasi pegawai, ringannya sanksi, dan pengabaian disiplin. 

4) Pemberian sanksi harus impersonal 

Pemberian sanksi pelanggaran disiplin harus tidak membeda-

bedakan pegawai, tua muda, pria-wanita tetap diberlakukan sama 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuannya agar pegawai 

menyadari bahwa disiplin kerja berlaku untuk semua pegawai dengan 

sanksi pelanggaran yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.  

 

4. Hubungan Tingkat Pendidikan dan Motivasi Kerja dengan Disiplin 

Kerja 

 

a. Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Disiplin Kerja 

Disiplin kerja adalah kesadaran dan kesediaan pegawai untuk taat 

dan tunduk kepada aturan-aturan yang berlaku, dan bersedia untuk 

menerima dan menjalankan sanksi-sanksi yang diberikan apabila 

melakukan pelanggaran, dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya 

sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan. Disiplin kerja akan 

tercermin melalui sikap dan perilaku pegawai dalam bekerja, diantaranya 

dapat terlihat dari kehadiran dan sikap pegawai dalam melaksanakan tugas 

dan tanggungjawabnya. Seorang pegawai dikatakan memiliki disiplin 
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kerja yang tinggi apabila dia memiliki absensi kehadiran yang baik, serta 

dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, tepat waktu, dan 

sesuai dengan ketentuan dan standar yang telah ditetapkan.  

Menurut Malayu (2012:194) disiplin kerja dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu: tujuan dan kemampuan, teladan pimpinan, balas 

jasa, keadilan, waskat (pengawasan melekat), sanksi hukuman, ketegasan 

dan hubungan kemanusiaan. Diantara faktor tersebut, tujuan dan 

kemampuan menjadi faktor penting yang mempengaruhi disiplin kerja. 

Untuk meningkatkan disiplin kerja seorang pegawai, tujuan yang akan 

dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal serta cukup menantang bagi 

kemampuan pegawai. Hal ini berarti bahwa tujuan (pekerjaan) yang 

dibebankan kepada pegawai harus sesuai dengan kemampuan pegawai 

yang bersangkutan, agar dia bekerja sungguh-sungguh dan disiplin dalam 

mengerjakannya. Sementara kemampuan yang dimiliki oleh pegawai 

dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang dimiliki, yang dapat dilihat dari 

jenjang pendidikan yang pernah ditempuh. Menurut UU RI No. 20 tahun 

2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal I ”Jenjang 

Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan 

tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan 

kemampuan yang dikembangkan”.  

Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang pegawai, maka semakin 

tinggi pula kemampuan yang dimilikinya. Begitu juga sebaliknya, semakin 

rendah tingkat pendidikan pegawai maka semakin rendah pula 
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kemampuan yang dimilikinya. Dari uraian diatas, dapat dikatakan bahwa 

tingkat pendidikan memiliki hubungan dengan disiplin kerja pegawai.  

 

b. Hubungan Motivasi Kerja dengan Disiplin Kerja 

Motivasi kerja menurut Daft (1999) dalam Harbani (2010:138) 

adalah dorongan yang bersifat internal atau eksternal pada diri individu 

yang menimbulkan antusiasme dan ketekunan untuk mengejar tujuan-

tujuan spesifik. Selajutnya, Harbani (2010:152) menjelaskan bahwa faktor 

yang mempengaruhi motivasi kerja terdiri dari faktor ekstern dan faktor 

intern. Diantara faktor ekstern yang mempengaruhi motivasi kerja adalah 

peraturan yang berlaku.  

Peraturan yang berlaku erat kaitannya dengan disiplin kerja, karena 

disiplin kerja menurut Moenir (2010:94) adalah suatu bentuk ketaatan 

terhadap aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang telah 

ditetapkan. Seseorang bisa dikatakan memiliki tingkat disiplin kerja yang 

tinggi, jika patuh dan tunduk terhadap peraturan yang berlaku, begitu juga 

sebaliknya. Selanjutnya seseorang yang memiliki tingkat ketaatan dan 

kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan yang berlaku, juga akan 

memiliki tingkat motivasi yang tinggi, karena salah satu faktor yang 

mempengaruhi motivasi kerja adalah peraturan yang berlaku. Dari uraian 

tersebut, dapat dikatakan bahwa motivasi kerja mempunyai hubungan 

dengan disiplin kerja pegawai.  

Penelitian sebelumnya, yang dilakukan oleh Wiwit Mulyani dan 

Muh Bachtiar Tahun 2005 yang berjudul “Hubungan antara Motivasi 
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Kerja dengan Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil” menyatakan bahwa ada 

hubungan yang positif antara motivasi kerja dengan disiplin kerja. Artinya 

semakin tinggi motivasi kerja maka akan semakin tinggi disiplin kerja, 

sebaliknya semakin rendah motivasi kerja maka akan semakin rendah 

disiplin kerja. Dalam penelitian itu disebutkan, sumbangan efektif dari 

motivasi kerja terhadap disiplin kerja adalah sebesar 22,6 %. 

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Fajar Sangkala pada 

tahun 2011 dengan judul “Hubungan antara motivasi dan disiplin kerja 

Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat (Studi 

pada Sekretariat Daerah Prov. Sumatera Barat)”, juga menyatakan bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi dan disiplin kerja, 

dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,280 pada taraf signifikan 0,01.  

Artinya korelasi antara variabel motivasi dan disiplin kerja berada pada 

kategori rendah. 

 

B. Kerangka Konseptual 

Untuk mempermudah dalam melihat hubungan antara variabel-

variabel penelitian yang ada, yaitu variabel tingkat pendidikan dan motivasi 

kerja dengan disiplin kerja pegawai, maka dibangunlah sebuah kerangka 

konseptual seperti terlihat pada bagan berikut ini: 
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Gambar 2 

Kerangka Konseptual 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah: 

 : Terdapat hubungan yang positif antara tingkat pendidikan dengan 

disiplin kerja pegawai di Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sumatera Barat. 

  : Terdapat hubungan yang positif antara motivasi kerja dengan disiplin 

kerja pegawai di Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan Prov. Sumatera Barat. 

Disiplin Kerja (Y) 

 

Tingkat Pendidikan (X1) 

(X1) 

 

Motivasi Kerja (X2) 
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BAB V 

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 

tingkat pendidikan dan disiplin kerja serta untuk mengetahui hubungan antara 

motivasi kerja dengan disiplin kerja pegawai di Dinas Koperasi dan UMKM 

dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat. 

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan seperti yang telah 

diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Berdasarkan hasil pengolahan data tingkat pendidikan dan disiplin kerja 

melalui uji statistic, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat 

hubungan yang positif antara tingkat pendidikan dan disiplin kerja 

pegawai di Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Prov. Sumatera Barat.  

2. Berdasarkan hasil pengolahan data motivasi dan disiplin kerja melalui uji 

statistik, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat hubungan 

yang positif antara motivasi kerja dan disiplin kerja pegawai di Dinas 

Koperasi dan UMKM dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. 

Sumatera Barat.  

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran 

yang dipertimbangkan, antara lain: 
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1. Motivasi kerja yang dimiliki oleh pegawai di Dinas Koperasi dan UMKM 

dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sumatera Barat sudah 

tergolong ke dalam kategori tinggi. Hal ini hendaknya dapat dipertahankan 

dan ditingkatkan, agar tercipta suasana kerja yang efektif dan terintegrasi.  

2. Tingkat disiplin kerja pegawai di Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sumatera Barat yang sudah 

tergolong ke dalam kategori tinggi, hendaknya juga dapat dipertahankan 

dan ditingkatkan, agar pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sebagai 

pegawai dapat terlaksana dengan baik dan sesuai ketentuan yang telah 

ditetapkan. 
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